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ABSTRACT

Muara Gembong District, Bekasi Regency, has significant land resource
potential to support investment in the plantation and fishpond sectors. However, the
lack of spatial information that integrates legal land availability with biophysical
suitability results in suboptimal investment decision-making. This study aims to
analyze land availability, suitability, and investment potential using the Land
Availability and Land Suitability approaches.

The study employed qualitative methods with a Geographic Information
System (GIS)-based spatial analysis approach. The analysis was conducted through
identification of Other Use Areas (APL), land rights status, and land use, as well as
suitability evaluation using Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA), which
includes weighting, scoring, and overlay techniques for biophysical and spatial
variables.

The results showed that the Land Availability approach was able to identify
land that is legally and administratively available for investment. The Land
Suitability analysis indicated that fishpond land had a higher level of suitability than
plantation land. The integration of the two analyses yielded an investment potential
map showing that plantation land is predominantly low-potential, while ponds are
dominated by medium-potential land, covering 696.33 hectares (95.41%), making
Muara Gembong District more promising for sustainable pond -cultivation
investment development.

Keywords: investment potential, land availability, land suitability, Muara
Gembong District.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Investasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan pendapatan
nasional dan standar kehidupan masyarakat suatu daerah dengan cara membuka
lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat (Saputra,
2023). Investasi adalah suatu hal yang positif untuk memberikan dampak yang
baik untuk suatu daerah (Harahap, 2023). Para Investor yang akan
menginvestasikan uangnya disuatu negara atau daerah pasti akan
mempertimbangkan kepastian hukum dan potensi daerah yang akan
diinvestasikan (Akbar dkk., 2023). Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi
investasi lebih dari Rp200 triliun pada tahun 2023 (BKPM, 2024), kontribusi
investasinya terhadap nasional justru mengalami penurunan. Kontribusi
Penanaman Modal Asing Jawa Barat terhadap nasional turun dari puncak
24,90% pada 2013 menjadi 16,48% pada 2023, sementara PMDN juga stagnan
di kisaran 13-14% (BKPM, 2024). Fenomena ini mengindikasikan bahwa Jawa
Barat mulai kehilangan daya saingnya sebagai destinasi investasi dibandingkan
provinsi lain, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan
memetakan kembali potensi investasi yang belum tergarap secara optimal.

Salah satu daerah yang menonjol di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten
Bekasi, yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan
keberadaan berbagai kawasan industri modern dan investasi multinasional (BPS,
2024) . Keunggulan ini menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai motor penggerak
ekonomi regional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi
investasi Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks pembangunan wilayah di
Kabupaten Bekasi, salah satu kawasan yang memiliki karakteristik pesisir dan
potensi sumber daya yang cukup besar adalah Muara Gembong yang secara
geografis berbatasan langsung dengan Laut Jawa (Muntalif dkk., 2013).

Kecamatan Muara Gembong merupakan wilayah pesisir yang terletak di
bagian utara Kabupaten Bekasi dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
Wilayah ini memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah pesisir yang

didominasi oleh kawasan tambak, perairan pesisir, serta ekosistem mangrove



(Muntalif dkk., 2013). Berdasarkan data dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah, luas wilayah Kecamatan Muara Gembong mencapai
sekitar 13.088,32 hektar, sehingga menjadikannya salah satu kecamatan dengan
wilayah terluas di Kabupaten Bekasi (RPJPD, 2025).

Selain memiliki luas wilayah yang besar, Muara Gembong juga memiliki
potensi sumber daya pesisir yang signifikan. Salah satu potensi ekologis utama
di wilayah ini adalah keberadaan ekosistem mangrove. Pada masa sebelumnya,
luas kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir Muara Gembong tercatat
mencapai sekitar 10.481,15 hektar (Maulani dkk., 2021). Namun dalam
perkembangannya, sebagian besar kawasan mangrove tersebut mengalami
perubahan fungsi lahan. Sekitar 93,5% kawasan mangrove telah beralih fungsi
menjadi tambak dan lahan pertanian masyarakat. Wilayah Muara Gembong
memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dalam sektor kelautan dan
perikanan. Hal ini didukung oleh kebijakan pengembangan wilayah pesisir yang
tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-
2045 (RPJPD, 2025).

Dalam dokumen RTRW, fungsi ruang yang tepat merupakan hal yang
penting agar arah pembangunan sesuai dengan rencana dan keberlajutan
pembangunan. Berdasarkan ketentuan dalam RTRW Kabupaten Bekasi 2011—
2031, kawasan pesisir di Kabupaten Bekasi diarahkan sebagai wilayah
pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya pesisir, salah satunya
adalah kegiatan budidaya perikanan (RPJPD, 2025). Dalam struktur pola ruang
yang ditetapkan, wilayah Muara Gembong termasuk dalam kawasan peruntukan
budidaya perikanan yang memanfaatkan karakteristik wilayah pesisir dan
dataran rendah yang secara alami sesuai untuk kegiatan tambak dan perikanan
budidaya. Oleh karena itu, penetapan Muara Gembong sebagai kawasan
budidaya perikanan dalam RTRW Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa
wilayah ini secara perencanaan ruang telah diarahkan untuk mendukung
pengembangan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan daerah.
Kendala yang dihadapi Pemerintah Kebupaten Bekasi yaitu rendahnya minat

para investor untuk berinsvestasi di wilayah Kecamatan Muara Gembong.



Masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya basisdata nasional
yang menyajikan informasi mengenai potensi lahan untuk investasi, khususnya
lahan-lahan yang termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) yang belum
terdaftar, tanah terindikasi terlantar, serta tanah terdaftar dengan hak seperti
HGU, HGB, dan HP yang tidak dimanfaatkan (ATR/BPN, 2025). Data tersebut
tidak terupdate, dan tidak terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), sehingga menyulitkan pemerintah dan investor dalam mengambil
keputusan investasi yang tepat. Dampak dari ketiadaan peta potensi investasi
yang terpadu adalah terhambatnya realisasi investasi, khususnya di sektor-sektor
prioritas seperti perkebunan, tambak, dan industri berbasis lahan.

Peta potensi investasi dapat menjadi gambaran kepada investor secara
transparan mengenai ketersediaan lahan, status kepemilikan lahan, dan
peruntukan wilayah tanpa harus survey lapangan yang memakan biaya diawal.
Hal ini sesuai dengan teori Asimetri Informasi bahwa pasar akan berfungsi lebih
baik jika semua pihak memiliki akses informasi yang sama, sehingga risiko salah
pilih investasi berkurang (Lofgren dkk., 2002). Peta potensi investasi membuat
investor dapat langsung melakukan analisis lokasi secara jarak jauh, menghitung
jarak ke pelabuhan, ketersediaan energi, dan sumber daya sehingga memberikan
jaminan bahwa bidang tanah yang mereka pilih tidak akan digusur atau
dipermasalahkan karena salah peruntukan sejalan dengan teori [nstitutional
Theory bahwa institusi yang stabil dan aturan main yang jelas termasuk
kepastian tata ruang adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan
investasi (North, 1993).

Salah satu metode yang mudah untuk dilaksanakan yaitu pemetaan potensi
lahan untuk dikembangkan potensi ekonominya, karena hingga saat ini
pemerintah belum memiliki metadata dalam memetakan potensi investasi suatu
daerah terintergrasi dengan data persil bidang tanah terdaftar. Oleh karena itu,
peneliti akan melakukan analisis potensi investasi dengan model pemetaan
berbasis data kepemilikan lahan serta sesuia peruntukan lahannya dengan
regulasi rencana tata ruang. Menurut Krugman, P. (1991) dalam teori New
Economic Geography, wilayah perekonomian cenderung hanya terkonsentrasi

pada daerah yang infrastrukturnya memadai dan akses pasar yang mudah



terjangkau, sehingga sangat mempengaruhi minat investasi. Oleh karena itu
dengan adanya peta kajian terkait potensi investasi suatu lahan dapat
mempermudah dalam memberikan informasi karakter ruang dan potensi
ekonominya. Dalam mengindentifikasi kondisi eksisting lahan terkini
diperlukan cara yang efektif yaitu pemanfaatan data citra satelit penginderaan
jauh yang mampu mendapatkan data yang lebih cepat dibandingkan dengan
survei konvensional (Wicaksono, dkk, 2019). Oleh karena itu, analisis potensi
investasi wilayah menjadi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi
ketersediaan lahan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta peluang pengembangan

sektor ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah secara optimal.

. Rumusan Masalah
Salah satu kendala utama dalam pengembangan investasi berbasis wilayah
adalah ketiadaan peta potensi investasi yang terintegrasi, akurat, dan berbasis
data spasial, terutama terkait ketersediaan lahan, status kepemilikan, dan
kesesuaian tata ruang. Data potensi lahan, termasuk APL belum terdaftar, tanah
terindikasi terlantar, serta tanah dengan hak yang tidak dimanfaatkan, masih
tersebar dan belum terhubung dengan RTRW (ATR & BPN, 2023). Akibatnya,
investor dan pemerintah kesulitan mengambil keputusan yang tepat, berisiko
menimbulkan konflik lahan, serta menghambat realisasi investasi. Minimnya
kajian yang mengintegrasikan aspek legalitas lahan dan analisis spasial
mendorong untuk pembuatan peta potensi investasi yang mendukung penciptaan
iklim investasi yang sehat di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten
Bekasi. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah berupa pertanyaan utama
sebagai berikut:
1. Bagaimana hasil pengelompokan bidang tanah berdasarkan pendekatan Land
Availability (Ketersediaan Lahan) ?
2.Bagaimana hasil analisis kesesuaian lahan berdasarkan kemampuan suatu
lahan?
3. Bagaimana analisis integrasi kesesuaian lahan berdasarkan pendekatan Land
Suitability untuk menghasilkan data potensi investasi perkebunan dan tambak

di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi?



C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar memfokuskan
penelitian dan tidak melebar ke arah yang lebih luas. Adapun batasan dalam
penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Land Availability
(Ketersediaan Lahan) dan Land Suitability (Kesesuaian Lahan) guna
menghasilkan 3 Klasifikasi penggunaan dan pemanfaatan lahan dan potensi
investasi di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;

2. Pembatasan wilayah penelitian yang hanya difokuskan pada Muara Gembong
didasarkan pada pertimbangan akademik, spasial, dan perencanaan

pembangunan wilayah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Menghasilkan pemetaan ketersediaan lahan yang secara legal dan
administratif berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek investasi,
sehingga mampu memberikan gambaran awal mengenai ruang peluang
pemanfaatan lahan di wilayah penelitian.
b. Melakukan analisis terkait kelayakan suatu lahan berdasarkan
kemampuan lahannya untuk dijadikan objek investasi
¢. Menghasilkan pemetaan potensi investasi baik untuk perkebunan dan
tambak di Kecamatan Muara Gembong
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah
ilmu tentang perencanaan investasi berbasis bidang tanah. Model
pemetaan yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam melakukan kajian
potensi invesati di suatu daerah
b. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini yaitu sebuah peta potensi
investasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, kementerian/lembaga
dalam menentukan lahan untuk investasi. Dengan adanya peta ini,
diharapkan dapat mendorong perkembangan investasi dan pembangunan

perekonomian daerah



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Potensi Investasi dengan

Pendekatan Land Availability dan Land Suitability di Wilayah Kecamatan

Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut.

1.

Penelitian ini berhasil menghasilkan pemetaan ketersediaan lahan (land
availability) melalui integrasi data Area Penggunaan Lain (APL), status
pendaftaran tanah, dan kondisi penggunaan lahan eksisting menggunakan
pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis menunjukkan
bahwa identifikasi ketersediaan lahan tidak hanya mempertimbangkan
aspek fisik keberadaan lahan, tetapi juga aspek legal-administratif berupa
status penguasaan dan pemanfaatan tanah. Melalui tahapan seleksi kawasan
APL, analisis difference terhadap bidang tanah terdaftar, serta klasifikasi
penggunaan lahan, diperoleh informasi spasial mengenai lahan yang masih
tersedia untuk dikembangkan sebagai objek investasi. Dengan demikian,
tujuan penelitian pertama, yaitu menghasilkan pemetaan ketersediaan lahan
yang secara legal dan administratif berpotensi dikembangkan sebagai objek

investasi di Kecamatan Muara Gembong, telah tercapai.

Penelitian ini juga berhasil melakukan analisis kesesuaian lahan (land
suitability) untuk sektor perkebunan dan tambak dengan memanfaatkan
pendekatan Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA). Analisis dilakukan
melalui penggabungan beberapa parameter biofisik, yaitu kemiringan
lereng, jenis tanah, curah hujan, drainase, serta parameter lain yang relevan
sesuai karakteristik masing-masing sektor. Hasil analisis menunjukkan
bahwa setiap lokasi memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda dan dapat
diklasifikasikan ke dalam kategori potensi rendah, sedang, dan tinggi.

Perbedaan tingkat kesesuaian tersebut mencerminkan variasi karakteristik
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biofisik wilayah yang memengaruhi kelayakan pengembangan investasi

pada sektor perkebunan maupun tambak.

3. Integrasi antara hasil analisis land availability dan land suitability
menghasilkan peta potensi investasi yang mampu mengidentifikasi lokasi-
lokasi prioritas pengembangan investasi secara lebih komprehensif. Lokasi
yang direkomendasikan sebagai kawasan potensial merupakan lahan yang
memenuhi dua persyaratan utama, yaitu tersedia secara legal-administratif
dan sesuai secara biofisik untuk kegiatan investasi. Pendekatan integratif ini
menghasilkan informasi spasial yang lebih akurat dibandingkan apabila
analisis ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan dilakukan secara terpisah,
sehingga dapat menjadi dasar dalam mendukung perencanaan pemanfaatan
ruang, penyusunan kebijakan investasi daerah, serta penyediaan informasi

bagi calon investor.

4. Berdasarkan hasil penelitian, rumusan masalah penelitian telah terjawab
secara menyeluruh. Pertama, klasifikasi bidang tanah berdasarkan
pendekatan Land Availability berhasil mengidentifikasi lahan yang tersedia
untuk investasi melalui analisis status pendaftaran tanah dan penggunaan
lahan eksisting. Kedua, analisis potensi investasi berbasis integrasi Land
Availability dan Land Suitability berhasil menghasilkan peta potensi
investasi sektor perkebunan dan tambak yang menggambarkan distribusi

spasial tingkat potensi investasi di Kecamatan Muara Gembong.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis potensi investasi dengan
pendekatan Land Availability dan Land Suitability di Kecamatan Muara
Gembong, Kabupaten Bekasi, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan
sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, investor, akademisi, maupun
peneliti selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber

daya lahan dan pengembangan investasi berbasis spasial.
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1.

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi informasi mengenai
status penguasaan tanah, penggunaan lahan, dan kesesuaian fisik lahan
mampu menghasilkan informasi potensi investasi yang lebih komprehensif.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN disarankan untuk mengembangkan
basis data potensi investasi berbasis spasial yang terintegrasi dengan data
administrasi pertanahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta data
penggunaan lahan terkini. Pengembangan sistem tersebut dapat mendukung
implementasi kebijakan One Map Policy.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Analisis Land
Suitability masih berfokus pada parameter biofisik yang disesuaikan dengan
karakteristik sektor perkebunan dan tambak, sementara faktor ekonomi,
sosial, infrastruktur, akses pasar, jaringan transportasi, ketersediaan energi,
risiko perubahan iklim, serta aspek finansial investasi belum diintegrasikan
secara komprehensif ke dalam model analisis. Selain itu, penggunaan data
penginderaan jauh dengan resolusi spasial tertentu masih memiliki
keterbatasan dalam mengidentifikasi kondisi lahan pada tingkat yang lebih
detail. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengembangkan model analisis potensi investasi berbasis Multi Criteria
Decision Analysis (MCDA) atau Analytical Hierarchy Process (AHP)
dengan memasukkan variabel ekonomi, sosial, kelembagaan, aksesibilitas,
infrastruktur, risiko bencana, dan perubahan iklim sebagai faktor penentu
kelayakan investasi. Penelitian berikutnya juga disarankan memanfaatkan
citra satelit beresolusi lebih tinggi, teknologi Unmanned Aerial Vehicle
(UAV), atau data Light Detection and Ranging (LiDAR) untuk
meningkatkan ketelitian informasi spasial. Selain itu, pengembangan sistem
informasi potensi investasi berbasis Web Geographic Information System
(WebGIS) maupun dashboard digital sangat direkomendasikan agar hasil

penelitian dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pemerintah, investor.
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